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a. bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Passl 421>emturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tabun 2007 tentang
Petunjuk Tekni", Pengdolaan Kcuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) , Pejabat Pcngclola rum Pegawai
BLUD dapat terdiri cJari Pcgawai N~"'r j SipiJ (l'NS)
dcm/atau non PNS yang profesional sesuai dcngan
kebutuhan dtw pengangkatanr pemberhentian pegawai
BLUD yang berasal dan non l'NS, diatur Iebih lanjut
oleh Bupan;

b. bahwa dengan keterbatasanjumJab Pegawai Negcri Sipil
dan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
dengan ditetapkannya Pusat Kcsehatan Masyarakal dan
Laboratoriurn Kesehatan Masyarakat sebagai unit keria
yang menerapkan Vola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umurn Daerah (PPK-BUln). diperlukan tenaga
non Pegawai Net'eri Sipil (PNS) profesional yang mampu.
menycJe~aI~.klJLl pclayuncu publik bagi masyarakat,
sehingga diperh lI<an pcngcJolaan :;UWVCCdaya manusia
melipuLi rekru allen, pengangkatan, penempatan, dan
promosi yanl:', berorientasi pada pemenuhan secara
kuantintiJ tU n kualilatif/kompelen unruk mendukung
pencapaian t ujuan organisasi secara efisicn, eCeklif. dan
produ tCtiL;

Menimbang

BUPATJ GROBOGAN,

DENGAN RAHMAT ,'UHANYANG MAHA ESA

PENGELOLAAN PEGAWAJ NON PEGAWAl NEGERI SlPlL PAllA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT nAN LABORATORCUM
KESEHATAN MASYARAKAT

TENTJ\.['IG

BUPATl GROBOGAN

PROVINS! JAWA 1'ENGAR

PERATUt<A.NBUPATl GROBOGAN

NOMOR 19 TAHUN 2018
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234):
7. Undang-Urtdang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Pcnyclcnggeran JruninQl1 Sosial [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahuu 2011 NUIllOf 1L6,'rambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5:lS6);
8. Undang-Undang NOIDc·r 5 'l ahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor (; ·rambahan Lembaran Ncgara

Republik [neonesia NOI)""C'r5494);
9. Undang-Undang NOIDltr 2"'l Tahun 2014 tcntang

Pemenntahan Daerah, (Lembaran N~ara RcpubJik
Indonesia 'l·ahun 2014 :'f·JIDOr :;"44, Tambahan Lembaran

[Lembaran Negara Repuhlik.

Perundang-undangan
Indonesia Tahun 2011

PeraturanPembentUkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam .huruf a dan huruf b eli atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pcngelolaan
Pegawai non Pegawai Negeri Sipil p~dQ..Badan Layanan

Umum Daerah Pusat Kceehatan. Masyarakat dan
Laboratorturn Kesehatan Masyarakat;

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tabun 1945;
2. Undang-Undang Nomor L3 Tabu.n 1sso tentang

Pembentukan Daerah-Duernh Kabupatcn dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan.Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4456);

4. Undsng-Undang Nomor 7.5 'rabun '2009 tentang

Peleyanan Publik (Lembnran Negara. Republik Indonesia

Tabun 2009 Nomor l12, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik LndonesiaNomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran.Negam. Republik
Indonesia Nomor 5(63);

6. Undang-UndangNomor 12 Tahon 2011 tcntang

Mengingal
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimena
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
UodangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Ondang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negare, Republik

Indonesia Tahun 20lS NODIDr 58, Tauilialuw Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 'rabun. 2014 fentang Tcnaga

Kesebatan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5607);

11_ Peratrrmn Pernerrntah Nomor 23 Tahun 2005 tentarig
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Vmum

[Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahnn 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NODlor5340);

12.Peraruran Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang

Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14U,Tambaban
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nemer 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerab:

14_Peraruran Menteri Dalam Negeri ~omol80 Tahnn 7.01$

tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berim

Negara Republilt Indouesla Tahun 2015 NUlllUl- 2036);
1:'. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tabun 2013

tentang -Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Kementerian Kesehrtan (B€rita Negara Republik
Indonesia Tabun 201~JNomur 1653);

16.Peraturan Menteri Keschatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Keseaatarr Masyarakar (Aerita Negara

Rcpublik.Indoncsia Tmw I 20}4 Nomar :L676);
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Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pp.mp.rintAh Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahao OAP.nth yAng memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewcnangan dacrah otoncm.

3. Bupati adalah Bupati Orobogan.
4. Sekretaris Dacrnh adalah Sekreraris Daerah l{auulJaluu

Grobogan.
5. Dinas Kesehatan Kabupatcn Grobogan yang selanjutnya

disebul Dinas Kesehatan ada lab Organisasi Pcrangkat
Daerab yang meropunvai tugas pokok melaksanakan
urusan pemcrintaban daerah eli bidang kcschatan
berdasarkan azasotonoru dan tugas pembantuan.

6. Pusat Kcsehatan Ma;yarakat yang selanjutnya disebut
Pllskr.smAS adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dmas Kesehatan vanl> menyelenggarakan upaya

kesehatan masyacalsal ciao upayn keschatan perseorangan
lingkal pertama, (cogan lcbih mcngutD.n:lOkan upaya
1)TOmotifdan preven tif 'Jnluk ruencapai derejat kC3Chatan

masyarakat setingg'-tingginya diwilavan kcrjanya.

BABI

KETENTlJl\N UMUM

PasaJ 1

MEMUTUSKAN :

PERATURAN SUPATl TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAl
NON PEGAWAI NEGERl SlPIL PADA BAOAN LAYANAN

UMUM DARAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORJUM KESEHATAN MASYARAKAT.

Menetapkan

Dinas Kesehatan
ten tang Standar1267/MENKES/SK/XII/2004

Pelayanan Laboratorium
Kabupaten/Kota,

18. Peraturan Daerah Kabupaten Orobogau NUUlur 8 Tahun

2013 tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan
Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2013 Nomor 8);

NomorKesehatanMenteri17. Keputusan
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10.Unit KC:ljli pada Organisasi Perangkat Daerah yang
menerapkan PPK-BLUD selanjutnya discbut BLUD-Unit
Kerja ada'ah Puskcsmas dan Labkesmas pada Dinas
Kesehatau.

11. Pemimpin . 3I..UD-Unit Kerja adalah pejabat yang
bertanggungjuwab tcrbadap kiuerja operaeional BLUD­
Unit KcIja yang ditetapkan oleh Bupati,

12. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PHS
adalah pcgawai sebagaimana diroaksud dalam peraturan
perundan.t-u rdangan yang mengatur tentang
kepegawair n.

13. Pegawai No II Pegawai Negt'ri Sipil yllng seJanjulnya disebul
Pegawai No"\ PNS adalah pcgawai yang dipckerjakan pada

BLUD-Unit Kelja, telah memennnl persyaraian yang

ditentukan, diangkat oleh peja >at yang berwenang

5

7. Laboratonum Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan
pemeriksaan kirnia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi,

imunologi, dan potologi untuk memanjaug diagnosis

peuyakit dalam upaya peningkatan kcsebatan masyarakat
dan sebagai laboratorium rujukan diwilayah kerjanya.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUDadalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja
pada Perangknr Daerah di lingkungan Pemerintah Daernh

yang dibentuk untuk mcm.bcrikan pelayanan kepada

masyarakatberupa penyediaan barang danj'atau jasa yang
cuJual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi danproduktlvilas.

9. Pola Pengclolaan Keuangan BLUn, y>tng scla.njutnya

diaingkat PP1<-BLUDadaJah polo. pengelolaan kcuangan

yang memberikau lk:luUbililas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktlk-praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahte.raan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian
dari kelentuan pt!ngdnlaan keuangan daerah pada
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berdasarkan peTjanjian kerja dan dihonor berdasarkan

ketentuan yang berlaku guna memeouhi kebutuhan

ketenagaan yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri SipiJ

14. Tenaga Kesehatan AdAlllh scoop orang yang mengnbdikan

d.iri dalam bidang kesehatan 3CTta rnerniliki pcngetahuan

dan/aUiu kctcrampllan melalui pendunkan di bidang

kesebatan memiliki surat tanda registrasi dan izin kerja
sesuai ketentuan yang berlaku,

15. Tenaga Non Kcsehatan adaJab pegawai non PN~ yang
dipekerjakan di BLVD-Unit Ketja memiliki pcngetahuan

dan/atB.u ketrampilan melalui pcndidikan selain

pendidikan bidang kesehatan yang dapat mendukung
kegiatan kctatausahaan, administrasi keuangan, aistern
inIormasi dan operasionallainnya.

16. Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negcri Sipil adalah
rekrutmen yang dilakukan oleh K~p"lAninas Keschatan
melalui Panitia Seleksi guna memenuhl kccukupan

kualitas dan kc:uululuw ketenagaan pada Bl.UD-Unil

Kerja

17. Pemberhenlian Pegawai Nan PNS BLUD-Unit KeJja adalah
pemutusan hubungan kerja oleh.Kcpala Dinas Kcsebatan
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hnk tiAn kewajiban antara pegawai yang

bersongkutan dcngan BLUD-Unil Kcrja atae usulan

Pemiurpiu BLUD-lJnit Kcrja,

18. Fcrmasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalarn jumJah
dan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk
mendukung penyelesa'an tugasBLUD-Unit l{crja.

19.Panitia Seleksi adalah panitia yang ditunjuk oleh Kepala
Dioas Kcschatan unu tk mclakuk.an selekai Pegawai non

PNSBLUD -Unit Kerja.
20. Honorarium adalab hal: Fegawai Non PNS yang diterima

dan dinyatekan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang
dibayarkan oleh Bendahara BLUD-Unit Kerja.

21. Jasa Pelayunan adalah penerimaan yang diterima
ol~hPegawai 1100 PNSyang diberikan oleb BLUD-Unil KeTja
ecauai dcngan pcre.turar i perundang-undangan yang

berlaJru.
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a. tenaga kesehatan; '.Ia.

b. tenaga non keseh stan

b. pegawai.non PNS.

(2) Status PegawaiNon PNS sebagaimanadimaksud pada ayal

(1) huruf b adalah pegRwai kontrak dengan perjanjian

kerja terdiri. dari:

a. pegawai negeri sipil; dan

(11Pegawai pada unit trrja yang menerapkan PPK-BLUD

terdiri dari:

Pasal3

B."'-B ill
KEDUDU.<AN DAN STATUS

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupali ini adalah untuk

menjamin kepastian hukum bagi Pegawai N-on PNSyang

melaksariakan -rugas di BLl1D-UnitKery'" ,
(2) Tujuan drtctapkarmya Pcraturan Bupati ini adalalr

meningkatkan Irualitas pelayanan kesehatan kepada

masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas

Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah.

PasaI2

1:1AM 11

MAKSUD DAN TUJUAN

22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Icas

dan tagiban BLUD-Unit Kerja yang menambah ekuitas

dana Iancar daJam periode aoggara:n. bersangkutan yang

tidak _pcrlu dibayar kembali.

23. 8elanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang

mengurangi. ekuita.s dana Iancar dalam periode rabun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolch

pembayarannyakembali oleh BLUD-Unit Ke9a.

24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau

jasa untukkeperluan opemsional BLUD-UnilKerja,



8

g. teriaga gizi;

h. tenaga ketcrapian Iiaik:

I, tenaga keteknisian rnedis;

J. tenaga teknis biomedika;
k, tenaga kesehatan, tradisional,

(2) -Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga.medis sebagaimana dimaksud pada Il~l (1) huruf

a terdlri ~tas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan
dokter gigi spesialis,

(3) Jenis Tenaga Kesehataa yang termasuk dalam kelompok

tenaza keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hmuf b-terdiri atas berbagai jerus perawat,

(4) Jcnis Tcnaga Kcsehe tan yang termasuk dalam keiorupok

tenaga kebidanan sr bagaimana dimaksud pada ayat (lJ

huruf c adalah bidan.

(5J Jenis Tenaga Kesehatsn. yang termasuk dalam kelompok
tenaga kefarmaaian se bagaimaria dimaksud pada ayat (I)

huruf d terdiri. atae apotcker dan. tcnaga tcknia

kefarmasian.

{6] -Jenis Tenaga Kesehntnn yang terrnasuk dalam kelompok

tenaga kesehatan, masyarakat sebagaimana dimaksud
p::U1A ayA.t (11 bnruf e terdiri alas epidemiolog keseh'ltan,

teuaga prvuiosi 1..I:sellalan dan ihuu perilaku,

pembimlnng kesehatan .ker'a, tenaga administrasi, dan
kebijakau kesehatan, tenaga biostatistik dan

kependudukan, serta ter.aga kesehatan reproduksi dan
kel\lall'.a.

(1) Pegawai Non PNS tenaga kesehatan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikelompokkan

kedalam:

a. tcnaga mews;

b. tenaga keperawatan;

c. tenaga kebidarian;

d. tenaga kefarmasian;

c. tcnaga kesehatanroasyarakat;

f. tcnaga kesehatan lingkungan:

Pasal4



9

Pegawai Non PNS tenaga non kesehatan sebagaimana
climaksud pada Pasal 3 ayat (2)huruf b terdiri dari:

a.. tcnag<. akun t:aru;i;

b. tenagn komputer dan jaringan;
c. tenag a pengemudi;

d. tenaf p.caraka;
e. tenana kebersiban;

Pasal5

(S) Jenis Tenaga Kcsehatan yang termasuk, dalam kelompok
lenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

(9) .Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keterapian fiaik ecbagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf h tenliri alas Ilsioterapis, okupasi terapis,
terapis wicara, dan akupunktur,

(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keteknisian medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam
medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler,

tekniai peJayanan. darah, refralcslonis optisicn/

optometns, teknisi gigi, penata anestesi, terapls gigi
danmulut, dan audiologis,

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasukdalam .kelompok
tenaga teknik biomedika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruI j terdiri atas radlografer,

elektromedie, ahli teknologi laboratorium .medik,

fis1kawau medik, radioterapls, dau ortotik prostetik.

(12) Jenis Tenaga Kesehatan yang tennasuk dalam kelompok
Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan
tradisional ramuan dan teoaga kesehatantradisional
keterampilan,

(7) Jenis Tenaga Kesebatan yang' termasuk dalam kelompok
tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf I terdiri atas tenaga sanitasi
liagkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog
kcschatan.
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(1) Dinas Kesehatan wajlb menyusun Iormasi kebutuhan
Pegawai NOllPNS atas usulan Pemimpio BLUD-Unit Kerja

berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang
Lelah diletapkan oleb PejabatPembina Kepegawaian.

(2) Formasi kebutuhan Pegawai Non PHS sebagaimana,
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
B.kemarnpuan keuangan BLUD-Unit Kerja;

b. aararto dan praearana yang tcrecdia:

c. prinsip pelaksanaan pekeIjaan;
d.petaJabatan; dan
c. kepeotingan program kesehatan.

(3) Penyusunan formasi l,ebagairnsna dimaksud pada ayal (1)
untuk 1 [satu] lahun anggaran diusulkan kcpada Bupati
melalui Sekrctaris Daerah atas persetuiuan Kepala Badan
Kepegawainn, Penditlikan dan Pelatihan Daerah

Kabupatcn Crobogan berdasarko..n formaei PNS, anahoa
jabatan dan 8081i_ bebau. ll.taja Yiill1$ telah dltctapkarr

0100Pejabat Pembina Kepegawaian,
(4) DaJam hal Bupati n renyetujui usulan forrnasi kebutuhan

Pegawai Non PNS s cbagalmana dimaksud pada ayat (I),
Kepala Dinas Kese' ratan menetapkan keputusan tentang
fonn9!<i kebutuhan PengawaiNon PNS.

Pasal7

!CORMruiJ

BABY

c. penilaian kinerja;
d. hale dan kewajiban; dan

e. pcmbcrhenuau.

b. pengadaan;

Ruang lingkup Pcraturan DupatiiniD1clipul.i:

a. Iormasi;

Pasal 6

BABIV

RUANO LINGKUP

I, tenaga keamanan; dan

g. tenaga juru masak.
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(1) Panitia seleksi pengadaan Pegawai Non PN:::;dibentuk.dan
ditetapkan oleh Bupati yang diketuai oleh Sekretaris
Daerah dan beranggotakan dari Dinas Kesehatan,
lnspektorat, Badan 1\ epegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Dacrah !<ertA R"'lian Hukum & HAMSetda.

(2) Panitia ecleksi xnenunjlll, Icmbaga profcaicrial dalam

proses pelaksa W"Hn selek si.

Pasalll

Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan meJalui
seleksi oleh panitia seleksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
PasallO

(1) Berdasarkan formnai yang lelah disetujui sebagaimana

diznaksud valia Pasal 7 ayat (4), Kcpala Dinas Kesehatan
menyusun perencanaan pengadaan PegawaiNon PNS.

(2) Penyusunan perencanaan pengadaan Pegawai t\on PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

prinsip efektifitas, efiaiensi, dan produktifitas dalam
pelayanan.

Bagian Kedua

Perencanaan
Pasal9

Tabapan pengadaan Pegawai Non FliS meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksariaan;

c. pcngangkatan; dati
d. pclaporan.

BABVl

PENGADAAN PEGAWAJ NON PNS

Bagian Kesatu
Tahapan

Pa:sal 8
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(1) Pelamar mengajukan surat lamaran dengan mcnycbutkan
jenis tenaga ya ag dilamar dan ditujukan kepada panitia
seleksi dilampi ri persyaratan sebagaimana dimaksud
clalam PllS31 11 :lyat (4).

(2) Panitia eclcksi pengadaan Pcgawai Non PHS uielakukau
seleksi adrninisi rasi terhadap persyaratan sebagaimana
dimaksud pada >I}'at(1).

PasaI12

h. tidak berkedudukan sebagai caJon PNS atau PNS yang
dlbuktikan dengan surat pemyataan bermcterai cukup
yang ditandatangani oleh pelamar.

(3) Panitia setekss scbagaimana dimaksud pada ayat (l)

mengumumkan pengadaan pegawai non PNS sesuai
alokasi formasi dan persyaratan yang hams djpermhi olch
setiap pelamar.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada <!.YCll(3) meliputi:

Q.. warga Ncgara Iudonesia yang dlbUktikan dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

b. berusia paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun
dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang
dlbuktikan dengan AJcteKelahiran;

c. berpendidikan eceuai fonnasi jabatan yang dibutuhkan
dlbukLikan dengan totokopi I)azah dan transkrip nilai
yang le1atl dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

d. sehat jasmani dan robani yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dan dokter pernerintah;

e. tidak sedang terikat kontrak krtj~ dcngan pillak lain
yAng dibuktikan dongan surm pemyataan bermeterai

cukup yang ditandatangaui pelamar;

r. memlliki surat keterangan catatan kepolisian;
g. tidak pernah diberhentikan dcngan hormat atas
permintaan sendiri atau tidak dcngan hormat sebagai
PNS atau diberhentikan tidak dengan 'hormat sebagai
pegawai swasta yang dibukrikan dengan SUTat

pernyataan bermeterai cukup yang ditandatanganl oleli

pelamar; dan



1~

(1) Kepala Dinse Kesebutart wajib melaporkan pelaksanaan

pengangkatan Pegawai I~on PNS kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak

ditetapkannya Keputusai: Kepala Dinas I{esehatan tentang

Pengangkatan Pcgawai Non PNS_

(2) Peuihupin _BLUD-UniL Kerja berkewajlban. wcla,VULkau

kepada Kepala Dinas Ke: .ehatan, setelah Pegawai NOD PNS

yang bersangkutan bekerja.di Unit Kerja dengan dilampiri
Surnr pp.rintah Kerja pal ing lambar 2 (dua) minggu sejak

ditetapkannya Keputt l::Rti I KepalaDinasK~ehata,n.

Bagian. Kelima

Pelaporan
Pasal14

(1) Pelamar yang dinyatakan Iulus seleksi ditetapkan sebagai

Pegawai Non PNS dan wajib menandatangani Sural

Perjanjian Keria sesuai ketentuan.

(2) Masa: perjanjian kerja paling elngkat J (satu) tahun. dan

dapat diperpanjang sesuai kebutUhan dan berdasarkan

penilaian kinerja.

(31 PenetapanPegawai Non PNS scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) difetapkan dengan Kep~tusan KepaJa Dinas

Kesehatan.

PAsal13

Bagian Keempat

Pengangkatan

(3) Dalam hal pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi

cliIakukan lahapan seleksilanjutanmeliputi:
a. tes tertulis .meliputi tes irompetensi dasar dan tee

kornpetensi bidang;

b. wawancara;

c. tes keterampilan;
d. tes psikologi; dan
e. tes keeehatan.
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(1) Pcgawai ['ion PNS berhak rnendapatkan penghaeilan

berupa honor dan jasa pelayanan.
(2) Besaran 1lCnghasilan sebagaimana dimaksud. pada aya:t (tl

sesuai indeks honorarium di Lingkungan Pemerintah
Daerab dan ketentuan . asa pelayaoan yang berpedoman
Keputusao Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Sebagian pengbasilan l'~baga.imanQdimaksud pada ayat

(1)diperuutukkan :;t:l.Jag~ujauilnan kesehatan danjaminan

sosial ketenagakerjaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut me.ngenai penghasilan Pegawai Non

PNS ditetapkan dr lI[ Ul Keputusan KepaJa Dinas
Kesehatan sesuai dell! tan kemampuan BUJD-Unit Kerja.

BAB vru
FIAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hal<
Pasa116

(1) Penilaian kinerja Pegawai Non PN::>di.IaIrukan berdasarkan

perjanjian kerja dengan memperhatikan target, sasaran,

basil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Pegawai Non
PNS.

(2) Penilaian kinerja Pegawai Noo PNS dilakukan secara

objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan traosparan.

(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan olch ataean langsung yang dilakukan pada

setiap akhlr tahun.

(4)Penilaian kinerja sebagaimana climaksud pada ayat (1)

dapat mempertimbangkan pendapat. rekan kerja setingkar
dan bawahannya.

(5) Penilaian kinerja dimanfaatkau uutuk menjamin

obyektivitas perpanjangan perjanjian, kerja, pemberian

honor, jasa pelayanan dan pengembangao kompetensi.

BABVll

PENII.AIANKlNERJA

Pasal15
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SetiapPegawai NonPNS\\'Rjih:

a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Ncgara, dan Pr-merintah, serta wajib menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa dalam Ncgara Kesatuan

Republik Indonesia;

b.mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan. togas kedinasan yang dipercayakan

kepadanya dengan pcnu n pengabdian, kesadaran dan

bertanggungjawab; dar,

d.memegang rahasia jaoatan yang menurut sifatnya atau
berdasarkan perintah haru3 dirahasiakan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal19

(3) Pengembangan .kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) harus dievaluasi oleh pejabatyang berwenangdan

dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjiarr

kcrja eelanjutnya.

(11 Pegawai Non PNS memiliki hak dan kesempatan untuk

mcngembangkan kompetensi alas perserujuan Pemlmpin

BLUD-UnitKelja

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,

seminar, kursue, dan peuataran.

Pasai18

ketentuan peraruran. pcrundang-undangan.

(2) Jenis, syarat, dan tata cara lzin atau cuti sebagaimaoa

dimaksud pada ayat (1)mengacu ketcnruan yang beclaku

I.JaI!,i PNS illw/awu ketentuan lain yang ditetapkan

PemimpinBLUD-UnitlCeJja.

.izin atau cuti. dengan

masing-maslng sesuai

(1) Pegawai Non PNS berhak atas

mengajukan kcpada atasan

Pasal17
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Selain k ewajiban sebagaim "la dimaksud dalam Pasal 19,
Pasal 20. dan Pasel 21. Pernimpin BLUD-Unit Kerja dapat
-menentu kan Icewajiban la.n sesuai ketenruan peraturan

perundaI19-Ull( langan.

PIlsa123

(1)UntUK menjaroin tcrpeliharanya tata tCJ'Ub dalam
pelaksanaan hlgAS. P"'g.~waiNon PNS wajib rnernatuhi

disiplin regown! oeouai ketentuan yang berlaku bo.giI'NS.

(2) Pemimpm BLUD-Unit Ketja wajib melaksanakan

penegakan disrplin terhadap Pcgawai Non PNS serta

melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
(3JPegawa' Non PNS yang melalruk:an pelanggaran disiplin

dijatuhi hulruman disiclin berupa pcringatan tcrtulis atau
pemberhentian.

Bagian Keernpat

Disiplin

P.tsal22

perli:ndungan
menjalankan

risiko kerja mendapatkan pedengkapan
kerja dan wajib dipakai selama
-pekerjaannya..

(1) Setiap Pegawai Non PNSwajib:

a. mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai
keselamalan dan kesehatan kerja;

b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, clAn

kcsclamatan kerja di lingkungan kerja; dan
c, mentaati procedur dan Iengkah-Iangkah kesclamatan,

kcamaneu UWI kcsehutan kerja yang dlterapkan.

(2) Bagi Pegawai Non PNS yang bidang tugasnya mcngadung

Pasal zl

Bagian Kctiga

Kcselamatan dan Kesehalan Kerja

(I) Setiap Pegawai Non PNS wajib menggunakan pWro.ia,n

dinas beserta kelengkapannya.

(2) Ketentuan paka.i~n dinas sebagajrnana dunaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang bcrlaku bagi
PNS.

Pasal20
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(1) Pernimpin RI. Jl)-Unit Kerja wajib melaporkan kondiei

kcpegnwaian Pcgawai Non PNS eebagauuaua Ltimaksud

dalam PlIsal :3 kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap

tahun.
(2) Kcpala Dinas Kesehauui wajib melaporkan kondisi

kepegawnian Pegawai N'JU PNS scbagaimana dimaksud
dalarn P"rull :-\kepadaBupati setiap tahun.

OASK

PELAl'Ol<J\N

Pasal25

(1) Pegawai Non PNS diberhcntikan karcna:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan seridirj:

c. jangka waktu pcrjanjian. teluh berakhir dan udak

c.liperpanjang;

d. tidak cakap jasmani dan! atau roharri sehmgga tidak
dapat mcnjalankan kcwajiban;

c. perampingan organisasi:
f. status BLUD-UnitKerja dicabut;

g. Lidak mem enuhi target kinerja yWI~ telah disepakati;
h. melakukan pelanggaran disiphn bcrat;

L dihukum penjara berdasarkan vonis pengadiIan yang
terah memiliki kckuatan hukum tetap karena
mclakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanA
penjara paling singkat I (sahlI tahun dan tindak pidunn

terscbut dilakukan dcngan tidalcbcrcncana; dan

j. tclah mencapai bataa usia tertentu, yaitu 58 (lima puruh
delapan) tahun bag! tenaga non kesebalan dan dapat

dipertimbangkan 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga
kesehatan berijazah profesi danj'atau jenjang
pendidikan strata 2 (S2).

(2) Pernberhent ian sebagaimana dimaksud pada a.yat (1)
ditetapkan 1engan Kepulusan Kopala Dinas Kesehatan

~WI9W tembusan kepada Bupati.

Pasal24

BABlX
PEMBERHENTIAN
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Padasaat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku ;

a, pegawai Non PNS flUID-Unit Kerja yang sudah ada dan

masih melaksanakan tugasnya sebclurn Pcraturan Bupati

ini ditetapkan, akan c1ilnkukan cveluaei da.la.m rangka

penyusunan Iormasr;

b. pelaksanaan evaJuasi sebagaimana dimaksud daJam huruI

a diatur oleh Kepala Dina s Kesehatan;

c. berdasarkan nasi! evaluuci sebagaimaric, dimaksud podo,

huruf <:I, pegawai Non T'tfS BLUO-Unit Kerja yang sudah

ada dan masib If elaksanasan tugasnya sebelum

Peraruran Bupati ini •Iitetupkan, diangkat dan disesuaikan

rnenjadi Pegawai Non PNS BLUD-Unill{erja;

d. :l(;t;alaketentuan yClI'1; bdalru bagi pegawal Non PNS di

BLUD-Unit Kerja )fallg Lelah ada harus menyesuaikao

dengan Peraturan Bupati Ini paling lambat 1 (sam) tahun

sejak pera.turan iOl ,Jiund l. .gkao

BAB XII
KETENTUAN PERALlHAN

°asaJ27

(l) Pernbiayaan dalam rangka pengadaan Pegawai Non PNS,

dibebankan pada anggaran BLVD-Unit Kerja,

(21 Penghasilan Pegawai Non PRS sebagaimann dimak'sud

pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruI b cliIxbankan

pada anggaran pendapatan dan belanja BLUD-Unit KeJja.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLVD-Unil Kcrja

dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dati APBD

kepada Bupati melnlui Sckrctari:s Daestill dengan

persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Pengajuan usulan tambahan anggamn sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan

ketcntuan WAlch. penganggaran.

BABXJ
PENGANGGARAN

Pasal26
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BERITA DAERAH KABUPATEl'l GROt,OOAl'! TAHUN 2018 NOMOR

Diundangkan diPurwodadi
pada tAnegnl :l-b ~til 'toI2

SRI SUMARNI

Ditetapkan dl Purwodadi
pada tanggal 2& Avr:' U>18

BABXlTI
KET~TUAN PENUTUP

Pasal28
Pcraturan Bupati ini muJai bcrlaku pada tanggal
diundangkan

Agar sctiap orang mengetahuiuya, merncrintahkan
pengundangan Peraruran Bupati ill! dengan penempatannya
dalam Berita Oaerah Kabupatcn Grobogan.
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